
BUPATI BOLAAhIG MONGONDOW UTARA

Menimbang

Mengingat : l.

PERATURAN BUPATI KABUPATEN BOLAAI\IG MONGOITTIX)W UTARA
lomon: 55 ilnrlrvzoog

TENTAI\G
PETUNJI}K TEKMS PELAKSANAAI\ PERDA NOMOR 17 TAHUN 2IX}E

TENTAIIG IZIN USAHA KEHUTANAN DAI\ JASA DI BIDANG KEIIUTANAI\
SERTA PUNGUTAII RETRIBUSI ATASITYA

BUPATI BOLAAI\IG MONGONDOW UTARA,

: a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah yang semakin luas,

nyata dan bertanggung jawab, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-

Undang Nornor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan

Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pernbagian Urusan

Pemerintahan antara Pernerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, maka Pengujian, Pengesahan Hasil
Hutan serta Pungutan retribusi atasnya merupakan kewenangan Kabupaten
yang sekaligus menjadi Sumber Pendapatan Da€rah dalam rangka
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertinbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a
perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perda Nomor l7 Tahun 2008

3.

Tentang Izin Usaha Kehutanan dan Jasa di Bidang Kehutanan Serta
Pungutan Retribusi Atasnya.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara
Republik krdonesia Nomor 74 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1822);
Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang
Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1960 Nomor 21 04);
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun l98l tentang
Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3209);
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahunl98l
Nomor T6,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 kntang Kepolisian Negara
Republik lndonesia (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahrm 1959
Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomot 1822):
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagarmana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 1999
tentang Perubahan atas Undang.Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesiaNomor aal\'f

t
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7. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-

u"O*iNo*or-I8 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

(Lemb-aran Negara Republik lndonesia Tahun 2000 N omor 246' Tambahan

iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

8. Undangund;g Nomor l0 Tahun 2004 tentang Pernbentukan Peraturan

f"*aLg-*d;"gan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004

Nomor 5i Tambihan Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 4389);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah-- 
ti"*d.- Neglra Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125' Tambahan

;;; Neiara neputtit Indonesia Nomor 4437); Sebagaimana telah

Oi"U"ft a*g-- p"otu*tt Pemerintah Pengganti Undang-Undang-Io1gt 3

Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 
-Tahun

iOo+ i"ntuog r"-"Jntahan Daerah (LembaranNegara Republik lndonesia

i"t* ZOOS i.fo-or 3g, Tambahan iembaran Negara Republik Indonesai

r.r"-"'++s:lyangtelahditetapkandenganUndangUndangNomorS
Tahun 2005 i<Let"Uata" Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

108, Tambahan fembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

f O. Uid-g-U"O-g Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang

Perimb-angan K-euangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran

Neeara Ripublik lndonesia Tahun 2004 Nomor 126'Tambahan Lembaran

NeEara Republik Indonesia Nomor'1438);

ff. Uniang-Undang Nomor 10 Tahun 200? tentang Pembentukan Bolaang
'^ 

Itf""g."O.* ULra meniadi Daerah Otonom di Propinsi Sulawesi Utara

ii"-U** Negara Republik lndonesia tahun 2007 Nomor 12' Tambahan

Lembatan Negara Republik lndonesia Nomor 4686);

12. F;ratu"n perierintatrNomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-
'- i;d*t Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum

,C,cara iidana (Lembaran Negara Republik !ndo1e11 
Tahun 1981 Nomor

l, i"-u"ft* f,".Uaran Negaia Republik lndonesia Nomor 3258);

fl.i'e.anu"" Pernerintah Norior 2O'Tahun 1997 ter*atg netrilu{ lae.ratt-- 
iieib; Negara Rep,,btik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55' Tambahan

ir*Uu.* N"git" nepublik tndonesia Nomor 3692);

14. P;t -" Peierintair Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pengesahan dan
' ' ir"-*g"* Hasil Hutan pada Hutan produks! (trmbaran Negara

i.pJfit r"A"t"sia Tahun 1999 Nomor 13' Tambahan Lernbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3802); -
f S . p"*1t r*r, p"-"rintah Nomor 45 iahun 20M tentang Perlindrmgan Hutan;

i;. i,;; pemerintah Nomor o rahun 2007 tentang Tata usaha dan
'" ir""y*r"* n"ncana pengelolaan Hutan serta pemanfaatan Hutan;

17. P;;n t; Pemerintah Noiror 38 Tatlun 200? Tentang renbgtal U'n1an

PemerintahanantaraPemerintah,PemerintahanDaerahPropinsidan
Pemerintahan ou"*h iaUoput"" i rotu (Lemlaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 ll"tii tZ Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4737); 
Tentang organisasi

18. i;;;;t"t " Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007

Perangkat Daerah (Lernbaran Negara Republik- lndonesia Tahun 2007

Nomor 89 Tambahan I-embaran Nelgara Republik Indonesia Nomor 474 I );

19. Peraturan Pemerintah Nomor 3 lunuo ZOOA tentang Perubahan atas

peraturan pemerintah ii",r". o rahun 2007 tentang tata Hutal_ dan

Penyusunan Rencana Pengelolaan HutarL serta Pemanfaatan Hutan

ii;d;N"go." n"puuiifnao"oia Tahun 2008 Nomor 16' Tarrbahan

i"-tu*n N"g*" Republik lndonesia Nomor 4814);

ZO. f"pt[t"" prisiden 
-Republik 

lndonesia Nolor f+ 
Tahun 1999 tentang

-" i;fik i*y*** peraturan Perundang-undanga-n dan Bentuk Rencana

Uoa*g-*d-g' Peraturan-peraturan Pemerintah dan Rencana Keputusan

Presiden)4
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21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tenrang Jenis Dan

Bentuk Produk Hukum Daerah;

22. Perxxan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur

Penyusunan Produk Hukum Daerah;

23. peraruran tvtenteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran

Daerah dan Berita Daerah;

24. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P'51/I{enhut-IV2006 tentang- 
Penggrrnao Surat Keterangan Asal Usul 

-(SXA[I) 
untuk Pengangkutan

Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Hak;

ZS. ie.atutan Vtenteri Ketrutanan Nomor: P'55/Menhut-II/2006 tentang

Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Negara;

26. P;t;t"*tt Menteri Kehutenan Nomor : P'62l}lenhut-IV2006 tentang

Perubahan Peraturan Menteri Nomor : P'51llti[enhut-IV2006 tentang

Penggunaan Surat Keterangan Asal--Usul -(SKAU) 
untuk Pengangkutan

Hasi-l-Hutan fayu yang Berasal Dari Hutan Hak;

zz.pe.at"'a"tutente.iret'utarra''NomorlP.63lMenhut-Il/2006tentang- -p"-trft- 
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P'55ilvtenhut-IV2006

Lrt 
"g 

p"*t tsahaan Hasil Hutan yanC 89ry1 dari^Hutan Negara;

zC. ia;pdtu" M.nteri dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan
-- U;; Mengenai Penvidik Pegawai Negeri-Stprl di Lingkungan

p"-"tftt ft Ai"*f, fo feputusan i{enteri dalam fegeri Nomor 4 Tahun

i67;;t*c Penyidik regaltai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah

Daerah;
29. G;;"" Menteri dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang

fingkup dan lenis-jenis Retribusi Daerah;

30. C;;-t&. traenteri naum Negeri Nomor .174 Tahun 1998 tentang
'" ;'Ji;;'T; Cu* p"t*goL" Retribusi Daerah' dan Tata cara

Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah;

:r. ii"p:"turuo rta"nt"ti i"tot** t{otnot ils'txpts-lvzo00 tentang Kriteria

dan Standar Perizinan Ututtu Pemanfaatan Hasil Hutan pada Hutan

Produksi;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor I Tahun
"- 

iO-Ori **g eentuk ranbang, rt'roio' rvrars' uymne' Hari Ulang Tahun

dan Nama Panggif- ftry*i* Putra Ptlr-r D*d- Kabupaten Bolaang

ilt;;;;-ffi- O'em6atai Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow

Utara Tahun ZOOS I'{;or i, Tambahan Lernbaran Daerah Kabupaten

Bolaang Mongondow Nomor l);
33. Peraturan naeran fatufuten notu""g M9.po1do1!tara Nomor 2 Tahun

2008 tentang U-t*';;;;nt"rt 
-w"iiU 

dan, Pilihan Yang Menjadi

Kewenangan Pemerintah O**t foUput"n Bolaang Mongondow Utara

ii"-u*rfi-u**rt r"i"p"t"" s"r"-d Y?'9:1d:* 
Utara Tahun 2008

Nomor 2, Tambahan I-ttiUo- Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow

Nomor 2);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Yonggngol.U* Nomor 4 Tahun
- ' ;ob;;;;c Susunan &g*it*i duo'tutt kgla linas Daerah Kabupaten

;;j;;-M'"tgo'oo*-titt* ilembaran D;erah Ikbupaten Bolaang

Mongsndow Utara Tah;;0od No-ot 4' Tambahan Lembaran Daerah
-t<ut 

t?ut"o Sotutog Mongondow Utara Nomor 4)'

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

PETUNruK TEKNIS PETiTSNiTEET{ PERDA NOMOR 17 TAHUN 2OO8

TENTANG TENTANG iZ]N{ USAHA KEHUTANAN DAN JASA

orsdANG KEnureNeN b"eilre-pTINGUTAN RETRIBUSI ATASNYts

I
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BAB I
KETENTUAI{UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah
Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah;
Kepala Daerah adalah Bupati Bolaang Mongondow Utara;
Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah

sesua! dengan peraturan perundang-undangan daerah yang berlaku;
Dinas adalah Dinas Pertanian, Petemakarl Perkebunan dan Kehutanan
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
Badan adalah Badan Usaha Milik Swasta Badan Usalra Milik
Negar4Badan Usaha Milik Daerah yang meliputi Perseroan Terbatas,
Perseroan Komanditer, Firm4 Koperasi, Yayasan atau Badan Usaha
Lainnya yang berbadan hukum tetap;

8. Perusahaan adalah orang atau badan yang melaksanakan kegiatan atau
pekerjaan dengan menggunakan sarana dan peralatan;

9. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkut paut dengan hutarl
kawasan hutan dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu;

10. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi
sumber daya alam hayati yang didominasi dengan pepohonan dalam
persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak
dapat dipisahkan;

11. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak
atas tanah:

12, Hutan Hak adalah hutan yang bemda pada tanah yang dibebani hak atas

tanah;
13. Hasil hutan adalah benda-benda hayati, non hayati dan turunanny4 serta

jasa yang berasal dari hutan;
14. Iz;lr Pemanfaatan Hutan adalah izin yang diterbitkan oleh pejabat yang

berwenang yang terdiri dari : Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan, Izin Usaha
Pemanfaatan Jasa Lingkungan, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kalu
dan atau Bukan Kayq dan Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu dan atau
Bukan Kayu pada areal hutan yang telah ditentukan;

15. Pemanfaatan hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan,
memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hulan kayu dan bukan
kayu, serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayrr secara optimal dan
adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya;

16. Pemanfaalan kawasan adalah kegiatan untuk memanfaatkan ruang tumbuh
sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat sosial dan manfaat
ekonomi secara optimal dengan tidak mengurangi fungsi utamanya;

17. Pemanfaatan jasa lingkungan adalah kegiatan untuk memanfaatkan potensi
jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi
fungsi utamanya;

18. Pemanfaatan hasil hutan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan
mengusahakan basil hutan berupa bukan kayu dengan tidak merusak
lingkungan dan tidak mengurangi fingsi pokoknya;

19. Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan
dan mengusahakan hasil hutan berupa bukan kayu dengan tidak merusak
lingkungian dan tidak mengurangi fungsi pokoknya;

20. Pemungutan hasil hutan kayu dan / atau bukan kayu adalah kegiatan untuk
mengambil hasil hutan baik berupa kayu dan atau bukan kayu dengan
batasan waktu luas dan / atau volume terteatuff



Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan yang selanjutnya disingkat IUpJL
adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan jasa lingkungan pada
hutan lindung dan / atau hutan produksi;
Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan yang selanjutnya disingkat IUPK adalah
izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan jasa lingkungan pada hutan
lindung dan / atau hutan produksi;

23. lzin p€mungutan Hasil Hutan Kayu yang selanjutnya disingkat IPHHK
adalah izin untuk mangambil hasil hutan berupa kayrr pada hutan produksi
melalui kegiatan p€manenan, pengangkutan, dan penasaran untuk ;angka
waktu tertentu dan volume tertentu;

24. lzin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu yang selanjutnya disingkat
IUPHHBK adalah izin unttrk mengambil hasil hutan berupa bukan kayu
pada hutan lindung dan / atau hutan produksi antara lain berupa rotan,
madu, tuah-buahan, getah-getahan, tanaman obal-obatan, 

"ntot iangka
waktu dan volume tertentu;

25. lzin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu yang selanjutnya disingkat
IUPHHK dar/atau Izin Usaha pemanfaatan Hasil Hutan Buka; Kayu yang
selanjutnya disebut IUPHHBK adalah izin usaha yang dib€rik; untul
memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dan / atau Uukan-tayu dalam hutan
alam pada hutan produksi rnelalui kegiatan pemanenan atau penebangan,
pengayaan pemeliharaan dan pemasaran;

26. Hutan Kemasyarakatan adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya
ditujukan untuk memberdayakan masyarakat;

27. Hutan Desa adalah hutan negara yang belum dibebani izrn atat hak yang
dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa;

28. Iuran Izin usaha Pemanfaatan Hutan yang tilanlutnya disingkat IIUpH
adalah pungutan yang dikenakan kepada pemegang izin usaha fmanfaatan
hutan atas suafu kawasan hutan tertentu:

29. Provisi Sumber Daya Hutan yang selanjutnya disebut pSDH adalah
pugutan yang dikenakan kepada pemegang izin sebagai penggganti nilai
intrinsik dari hasil hutan yang dipungut dari hutan negara;

30. 9T" Reboisasi yang selaqjutnya aiiingtat DR adalih dana yang dipungut
dari pemegaag Izin Usaha pemanfaatan Hasil Hutan fayu gUfHfif;
dalam hutan alam pada hutan produksi untuk mereboisasi dan
merehabilitasi hutan:

31. Perorangan adalah warga negara Republik Indonesia yang cakap bertindak
menurut hukum;

32. Surat 
\eter-angan sahnya hasil hutan adalah dokumendokumen yang

merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segrnen kegiatan dalari
penetausahaan hasil hutan:

33. Kayu hutan hak adalah kayu yang berasal dari pohon yang ditanam dan /
atau tumbuh di tanah lahan atau pekarangan yang dibebani hak atas tanah
dengan jenis antara lain sengoq mindi, cempaka 

-matroni, jati, cendana danjenis pohon yang menghasilkan buah-bualran seperti nangf,a, marrggis,
kecapi, duria4 mangga dan lain sebagainya termasut k y- y;g b;:;
gari tanaman perkebunan seperti ketapidan karet;

34. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan

^ - g]"h p"-"Tntah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;
35. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang fungsi pokokiya ."-p.oduk.i

hasil hutan:
36. Pengarnasan, Pengujian dan pengukuran adalah kegiatan pemeriksaan

produksi hasil hutan yang dilaksanakan oleh petugl kehutanan yang
berkualifikasi, sebelum Laqgran Hasil produksi liUe; atau Lapo.;
Produksi Hasil Huran Bukan Kayu (LFIp_HHtsK);

37. Laporan Hasil Produksi (LHp) adalah dokumen yang memuat ukuran
diarn€ter, panjang, jenis dan volume Kayu Bulat (IiB)-yang berasal dari
perijinan yang sah yang dibuat oleh pejabat yang ditunjriki--

21.



39.

40.

4r.

42.

43.

Laporan Produksi Hasil Hutan Bukan kayu (LHP-HHBK) adalah dokumen
yang memuat jenis se(a volume hasil hutan bukan kayu yang berasal dari
perijinan yang sah yang dibuat oleh Pejabat yang ditunjuk;
Surat Keterangan Sahnya lfuyu Bulat (SKSKB) adalah dokumen untuk
menyertai kayu bulat (KB) yang diterbitkan oleh pejabat penerbit untuk
menyertai kayu bulat;
Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB) adalah dokumen angkutan kayu
bulat yang diterbitkan oleh pejabat yang ditunjuk untuk menyertai kayu
bulat yang diangkut;
Pengawasan, percdaran, penimbunan dan pemilikan hasil hutan adalah
kegiatan pemeriksaan fisik hasil hutan dan dokumen sahnya. Hasil hutan
yang diangkut dan atau ditimbun;
Faktur Angl:utan Hasil Hutan Bukan Kayu (FA-HHBK) yang diterbitkan
oleh pejabat yang ditunjuk untuk menyertai hasil hutan bukan kayu yang
diangkut;
Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) dicetak oleh perusahaan dan akan
digunakan di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dircgistrasi
pada Dinas Pertanian,Petemakan, Perkebunan dan Kehutanan yang
menangani Kehutanan Bolaang Mongondow Utara sebelum
digunakan;
Faktur Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu (FA-HHBK) dicetak oleh
perusahaan dan akan digunakan di wilayah Kabupaten Bolaang
Mongondow Utarq dircgistrasi pada Dinas Pertaniar;Peternakaq
Perkebunan dan Kehutanan yang menangani Kehutanan Kabupaten
Bolaang Mongondow Utara sebelum digunakan;
Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau
diberikan oleh pemerintah kabupaten untuk tujuan kepentingan kepentingan
umum yang akan dinikmati oleh orang atau badan;
Areal Penggunaan Lain adalah suatu kawasan hutan dengan status tanah
negara bebas diluar kawasan hutan, yang dapat dimanfaatkan untuk
keperluan non kehutanan yang memenuhi persyaratan teknis;
Peta adalah suatu benda yang dibuat dari kertas atau sejenisnya yang
memuat gambar mengenai suatu lokasi / wilayah dengan skala tertentu yang
dapat memberikan informasi mengenai batas-batas lokasi / wilayah;
Wajib rehibusi adalah orang pribadi alau badan yang menurut undang-
undang tentang retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran
retribusi;

49. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat
SPdORD, adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk
melakuksn objek rctribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perlritungan dan
pembayaran retribusi yang terhutang menurut undang-undang retribusi
daerah:
Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang disingkat SKRDLB
adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan kelebihan pembayaran
karena jumlah kredit rehibusi lebih besar dadpada retribusi yang terhutang
atau tidak seharusnya terhutang;
Surat Ketetapan Reaibusi Daerah Kurang Bayar Tambahan" yang disingkat
SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah
retribusi yang telah ditetapkan;
Penyidik Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian
tindakan yang dilahkan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang
selanjutnya disebut Penyidil untuk mencari serta mengumpulkan bukti
yang dengan bukti itu akan membuat lebih jelas tindak pidgn dibidang
retribusi di daerah yang tedadi serta menemukan tersanCkanyaf

44.

45.

47.

51.

\_



53. Polisi Kehutanan (POLHUT) adalah pejabat tertentu dalan lingkup Instansi
Kehutanan yang sesuai sifat dan pekerjaannya menyelenggarakan
perlindungan hutan yang atas kuasa undang-undang di beri wewenang
kepolisian ktusus dibidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam
hayati dan ekosistemnya;

BAB II
NAMA, OBIEK DAti SUBJEK PERIZINAI\I DAI\[ RETRIBUSI

Pasal 2
Dengan nama izin usaha kehutanan da" jasa dibidang kehutanan dipungut
retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin dan jasa dibidang kehutanan
dan secara khusus disediakan noleh pemerintah kabupaten.

Pasal 3
Objek retribusi adalah pemberian jasa atas :

(l) Pengesahan Produksi Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu;
(2) Pengesahan Peta Hutao dan Lahan;
(3) Pengesahan Rencana Kerja Tahunan;

(4) Pertimbangan Teknis URKT;
(5) Penetapan Pangkalan Hasil Hutan;
(6) Retribusi Bibit Tanaman Hutan.

Pasal 4

Subjek Retribusi Jasa Pengesahan Hasil Hutan dan Latran adalah orang atau
badan yang memperoleh jasa pengujiarL pengesahan hasil hutan dan lahan

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Jasa Pengesahan Hasil Hutan dan Lahan digolongkan sebagai retribusi
jasa umum.

BABIV
CARA MENGUKUR TINGK.A,T PENGGUNAA,I{ JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa, pengesahan hasil hutan dan lahan diukur berdasarkan
tingkat pelayanan, pengesahan hasil hutan dan lahan dan atau jenis pemeriksaan
serta jasa urnum lainnya

BABV
PRINSIP YAI{G DIANUT DALAM PEI\TETAPAN

STRUKTUR DAIY BESARIIYA TARIF

Pasal 7

(l) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besamya tarif retibusi
didasarkan pada tujuan untuk menutupi biaya penyelenggaraan pengesahan
hasil hutan dan lahan:

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (l) meliputi komponen biaya jasa
pengujian, pemeriksaan / penelitian administrasi, pengecekan,
areal / kawasan hutan dan lahan, pembuatan / pengesahan peta" pengesahan
Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan biaya transport dalam rangka
pengawasan dan pengcndalian)r/

I



(1) Pengesahan Hasil Hutan Ifuyu :

a, tHP, IUPHHK
b. LHP. IPK
c. LFIP. IPHHK

(2) Pengesahan Hasil Hutan Bukan Kayu:
a. LP-HHBK IUPHHBK (Rotan)
b. LP-HHBK IPHHBK (Rotan)
c. LP-HHBK IPHHBK Damar
d. LP-HHBK Daun Rumbia
e. LP-HHBK Bambu
f. LP-HHBKKulitKayu
g. LP-HHBK Sarang Burung Walet

BABYI
STRT]KTIJR DAI\ BESARIYYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Stuktur dan besamya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

500,000,-
500.000,-
100.000,-

500.000,-
500.000,-
100.000,-
50.000,-

r00.000,-
100.000,-
250.000,-

(3) Pertimbangan Teknis URKT Rp.5.000.000,-

(4) Pengesahan Peta Hutan dan Lahar/lembar

Rp.
Rp.
Rp.

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

(5) Izin Penimbunan Kayu
0l -25 M'
>25-100M3
> 100 - 250 M3
> 250 M3 ke atas

- Skala I
. Skala I
- Skala I
- Skala I

100.000
50.000
20.000
10.Ofi)

Rp. 50.000,-
Rp. 75.000,-
Rp. 100.000,-
Rp. 200.000,-

Rp. 100.000,-
Rp. 350.000,-
Rp.1.125.000,-
Rp.4.500.000,-

a.

b.
c.
d.

BAB VII
WILAYAII PTJNGUTAI\

Pasal 9

Retribusi yang terhutang dipungut di wilayah daerah yang tempat p€layanan
diberikan.

BABVIII
TATA CARA PTJNGUTAIT

Pasal l0

Pungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
Renibusi dipungul deogan menggunakan SKRD atau dokumen-dokumen
lain yang dipersamakan;
Tata cara pungutan retribusi ditetapkan oleh Bupati;
Kepada Instansi pemungut diberikan uang perangsang sebesar 5 % dari
transaksi penerimaan )z

I
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BABIX
SAI\iKSI ADMINISTRASI

Pasal I I

(l) Dalam hal wajib reuibusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang

membayar, dikenakan sanksi adminstrasi berupa dentla sebesar 2 % (dua

perseraius) setiap bulan dari retribusi terhutang atau kurang dibayar dan

ilitagih dengan menggunakan STRD;
(2) Dalam hal wajib rettiU"si tidak memiliki izin atau dokumen yang sah

dikenakan sanksi administrasi 4 (empaQ kali tarif retribusi sebagaimana

dirnaksud pasal 8 Peraturan Daerah ini.

BAB X
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 12

(l) Retibusi terhutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang

dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan keberatan yang

menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah' yang tidak

utuu"t**gbayarolehwajibretribusidapatditagihmelaluiBadanUrusan
Piutang dan lrlang Negara (BUPLN);

(2) Penagi'han retriUusi melalui BUPLN dilakukan berdasatkan p€raturan

perundang-undangan yang berlaku'

BAB XI
MASA RETRIBUSI DAI\ SAAT RETRIBUSI TERHUTAI\G

Pasal 13

Masa retribusi adalahjangka waktu yang lamanya I (satu) tahun'

Pasd 14

Saat retribusi terhutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen

lain yang diPersamakan.

BAB )(II
SURAT PENDAFTARAN

Passl 15

Waiib Retribusi, waiib mengisi SPdORD;

$?i;fi;AtJi-oio'"L'a avat (1) harus diisi dengan jelas' benar dan

lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusl atau Kuas€nya;

Bentuk, isi serta tata cara pengisian ilan penyampaian SPdORD dimaksud

pada ayat (!) ditetapkan oleh bupati'

BAB XIII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

Pembayaran retribusi terhutang harus dilunasi sekaligus;

it"JU,iJy*g terutang dilwiasi selambat-lambatnya 15 oirna belas) ltti
.":"t aittt'iitfi" SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT

dan STRDfr"
I
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(3) Tata cara pembayarar! penyetoran, tempat pembayaran diatur dengan
peraturan bupati,

BAB XIV
KE BE RA TAN

Pasal 17

(l) wajib Re'ibusi dapat men^gaj'kan keberatan hanya kepada Bupati atau
ryi181 t*e ditunjuk ata€ SKRD atau dokumen l.in yarrg dipersamakan,
SKRDKBTdan SKRDLB:

(2) Kcberatan yang diajukan secara ternrlis dalam bahasa rndonesia dengan
disenai alasan-alasan jelas;

(3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi,
wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan ret iuusitersebut;

(4) Keberatan yang diajukan dalam jangka wa&tu paling lama 2 (dua) bulan
sejak tanggal SKRD arau dokumen lain yang dipersamakaq SKRDKBT
dan SKRDLB direrbitkan, kecuali apabila w1liU retritusi t".t"ri, ;"p;
Tgnunj+kan bahwa jangka wa.ktu itu tidak dapit dipenuhi karena keadaan
diluar kekuasaannya;

(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaiman dimaksud ayat (2)gg p) tidak dianggap sebagai surat keieratan, sehingga 
- 

tidal
dipertimbangkan;

(6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan
pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal l8
(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat

keberatan diterinra harus mcmbcri keputu,san atas kebcratan yuog dia.lr,kan;
(2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat diterima seluruhnyi atau sebagiarl

menolak atau menambah besamya retribusi yang terhutang;
(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (t) telah

lewat dan bupati tidak memberikan keputusaq keberatan yang diajukan
tersebut dianggap dikabulkan.

PENGEMBAL'*'ffiJILN PEMBAYARAN

Pasal 19

(l) Atas kclebihaan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan
permohonan pengembalian kepada bupati;

(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterirnanya
permohonan keleb_ihan pembayaran retibusi sebagaimana dimaksud ayat
(1), harus memberikan keputusan;

(3) A.pabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) telahdilampaui dan Kepala Daerah tidik _".Uoii * suatu keputusaq
ry39tynan pengembalian kelebihan o.riburi-A*ggap dikabulkan danSKRD harus diterbitkan dalam jane{ y"n" paf,Ulrira t (satu) bulan;(4) Apabila wajib retribusi -9.p1-yui hrrr"d ;;db; lainnya, kelebihanpembayaran retribusi di,r,ratJj p"a. 

"yJ.tii-r.rilr*g diperfiitungkanunhrk metunasi rertebih dahutu hut-C *d;*i;;;i ,tt' 
lff,tiilTffioffi'f1-o:r*,*ftib,si ;;;ana dimaksud pada
a;t..ui**"y"iftol#angra waktu paling lama z raual uuran it

I



Pasal 20

(l) Permohonan pengembalian retribusi diajukan secara tertulis kepada bupati

dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :

a Nama dan Alamat Wajib Retribusi
b. Masa Retribusi
c. Besamya Kelebihan Pernbayaan
d. Alasan Yang Singkat Dan Jelas

(2) Permohonan pengembalian kelebihan pernbayaran retribusi disampaikan

secara langsung atau melalui pos tercatat;
(3) Bukti penerirnaa! oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat

merupakan bukti saat permohonan diterima oleh kepala daerah.

Pasal 2l

(l) Pengembalian kelebihan retribusi dilahkan dengan menerbitkan Surat

Perintah Membayar Retribusi;
(2) Apabila kelebihan pembayaran retibusi diperhitungkan dengan retribusi

lainny4 sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (2), pembayaran

dilatokan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku
sebagai bukti pembayaran.

BABXVI
PENGURANGAII, KERINGANAI\ DAII PEMBEBASAI\ RETRIBUSI

Pasal 22

(1) Bupati dapat memberikan penguranga4 keringanan dan pembebasan

retribusi;
(2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud

ayat (l) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi;
(3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebanan retribusi ditetapkan

oleh bupati.
BAB XVII

KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 23

(l) Hak unhrk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui
jangka waktu 3 (tiga) tahun tethitung sejak saat terutang retibusi, kecuali
apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi;

(2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana yang dimaksud ayat (l)
tertangguh apabila;
a. Diterbitkan surat teguran; atau
b. Ada pengakuan hutan retribusi dari

maupun tidak langsung.
wajib retribusi baik langsung

BABXVIII
KETENTUAIY PIDANA

Pasal 24

(l) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan
keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan
atau denda setinggi - tingginya Rp.5.000.000,- (limajuta rupiah);

(2) Tindak pidana dimaksud pada ayat (l) adalah pelang4ataunfr

I



'ERLTNDUNG* 
olf"ffi.,nroo,nN HUrArr

Pasal 25

(l) Polisi Kehutanan adarah pejabat tertentu dalam ringkup instansi Kehutanan
yang sesuai sifat pekerjaannya" menyerenggarakan dan atau melaksanakan
usaha perlindungan hutan yang oleh kuasa Undang_undang diberikan
yewenang kepolisian khusus di bidang kehutanan dan konservasi sumber
daya alam hayati dan ekosistemnya;

(2) Wewenang polisi kehutanan:
a. Mengadakan paholi i perondaan didalam KH atau wilayah hukumnya;
b. Memeriksa suiat-surat 4au dokumen yang berkitan ae"jan

pengangkatan HH didalam KH atau wilayerh hukumnya;
c. Mencari keterangan dan barang bukti terjadinya tindak pidana yang

menyangkut hutan, I(H dan HH;
d. ?d*1 hal terrangkap tangan wajib menangkap tersangka untuk

diserahkan kepada yang berwenang;
e. Membuat laporan dan menanda tangani laporan terjadinya tindak pidana

yang menyangkut hutan, KH, dan FIH:
f. Polisi Kehutanan atas perintah pe'nimpin berwenang untuk melakukan

penyelidikan dan menangkap tersangka.

BABXX
PEIYYIDIKAN

Pasal 26

(1) P:jabat Pcgawai Ncgcri Sipil tcrtcntu dilingkungan pcmcrintah dacrah
diberi wewenang khusus sebagai penyidik untr* 

-melakukan 
penyidikan

tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud- dalarn
9n9rg - Undang Nomor E Tahun lgEl tentan Kitab Undang_undang
Hukum Acara Pidana;

(2) Wewenang Penldik sebagaimana dimaksud pada ayat (l) adalah :

a. Menerim4 mencari, mengumpulkan dan m6neliti keterangan atau
laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakai Daerah

$an.Retribusi agar keterangan atau laporan ters€bui menjadi lebih
lengkap dan jelas;

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang
pribadi atau badan tentang kebenaran perhuatan V*g *t"t nlr""
sehubungan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah dan Retribusi;

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan
sehubungan dengan tidak pidana dibidang perpajakan Daorah dan
Retribusi:

d. Memeriksa buku-bukr:, catatan-catatan dan dokumendokumen lain
b€rkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan
Retribusi;

e. Melahkan penggeledahan untuk bahan bukti pembukuaq pencatatatl
dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan
bukti tersebut;

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi;

g. Menyuruh berfienti dan melarang seseofturg meninggalkan ruangan atau
tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa
identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud
pada huruf e;

h. Memotret s€seorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan
daerah dan retribusff

I



i. Memanggil orang untuk didengat keterangannya dan diperitsa sebagai

tersangka atau saksi;
j. MenghentikanP€nYrdikan
k. Melakukan tindakan lain yang perlu untr* kelancaran penyidikan tindak

pidana dibidang perpajakan da€rah dan retribusi menurut hukum yang
dapat dipertanggung jawabkan.

(3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) memberiahukan
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penldikan kepada
Penuntut Umum sesuai dengan ketenhran yang diatur dalam Undang-
undang Nomor 8 Tahun l98l tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara
Pidana

BABIfrI
KETENTUAI\I PEITUTIJP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Perahuan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Bolaang Mongondow Utara.

Ditetapkan di : Boroko
Padataneqal : tt NougMggg 2008

Diundangkandi :Boroko
Padatangqal : t7 NovEMBeB 2008
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